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PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR (8 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATENM LANGKAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah, periu
penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Langkat;

bxhwa dengan telah ditelapkannya Peraturan Menteri Dalam
Mageri Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati
I_angkat Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Langkat tidak sesuai lzgi dengan perkembangan keadaan,
sehingga periu digant,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
datam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Femerintah Kabupaten Langkat;

Undeng-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pfembentukan Daerah Olonom Kabupaten-Kabupaten
Lratam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintanan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Peruhahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomar 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 19851 tentang
Lambang Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1851 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 176);

Peraturan Pemetintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang
Penggunaan Lambang Negara (L.embaran Negara Repubiik
Irddonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

.C‘I

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Il Langkat
dan Binjai ke Stabat ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 9 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat I} Langkat dan Kabupaten
Daerah Tingkat i Deli Serdang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Nzpara Republik Indonesia Nomor 3323),

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
teatang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah,

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah:

11. Peraturan Qacrah Nomer 23 Tabun 2007 {entang
Pembantitkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Langkat ( Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2007 Nomor 1),

12.Peraturan Daerah Momor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten
Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009
Nomor 1 );



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH

DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LANGKAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

Daerah adalah Kabupaten Langkat.

Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
panyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupatt Langkat.

Wakil Bupati adatah Wakil Bupati Langkat.

Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.

Satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Langkat selanjutnya disebut
SKPD adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga
teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.

Unit pelaksana tzknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana
teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan
dinas atau badan.

Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pangabsahan, distribusi
dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam
komunikasi kedinasan. :

Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan
yang dibuat dan aiau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang df
lingkungan pemerintah daerah.

Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan
redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.

Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD.
Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama
SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.

Kop eampul nacikah dinae adalah kop surat yang manunjulkan jabatan atau
nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.
Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.

Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat
kepada pejabat atav. hejabat dibawannya.

Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada

bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi
mandat.

Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung
jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas
sesuai dengan tunas dan kewenangan pada jabatannya.
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21.

22.
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26.

28.
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30.

31.

32.

38.

Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah seteiah
mendapat persetwjuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
mengatur urusan otonom: daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh bupati.

Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala
daerah.

Keputusan bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum yang bersifzt penetapan konkrit, individual, dan final.

Keputusan kepaia SKPD adalah naskah dinas daiam bentuk dan susunan
produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
Instruksi bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari bupati
kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan
dan/atau petunjuk cara melaksanakah hal tertentu yang dianggap penting
dan mendesak.

Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan,
parmintaan jawaban stau saran dan sebagainya.

Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari
pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan
kebenaran sesuatu hal.

Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada
bawahan yaing berisi perintah untuk melaksanakan peketjaaan tertentu.
Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu
permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama
antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau
perbuatan hukiif yang telah disepakati bersama.

Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan
kepada bawsahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Surat perintah peijaianan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang
berwenang kepaidia hawahan atau pejabat tertentu  untuk melaksanakan
perjalanan dinas.

Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenanyg kepada

hawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk
melakukan suaty lindakan teftentu daiam rangka Kedainasan.

Surat undangan adalah naskah dinas dari pgjabat yang berwenang befisi
undangan Kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk
menghadiri suatu acara kedinasan.

Surat keterangan imelaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat
yang berwenang berisi pemyataan bahwa seorang pegawai telah
menjalankan tugas.

Surat _panggiian adaiah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
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Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi
kedinasan antai pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dafi
bawahan kepada atasan.

Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk
menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.

Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
patunjuk tertulis kepada bawahan.

Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain
berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
pemberitahuan yang bersifat umum.

Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi
informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan fugas kedinasan.
Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan
pertimbangan kedirasan.

Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang
berfungsi sebagai tanda terima.

Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal
tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan
daerah.

Berita daerah acd«lah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala
daerah.

Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal
yang ditandatancani cleh para pihak.

Notulen adalah natkah dinas yang memuat catatan proses sidang atau
rapat.

Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan
tertentu.

Daftar hadir adalah naskah dinas dar pejabat berwenang yang berisi
keterangan atas kehadiran seseorang.

Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi

penghargaan ztas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah
diwujudkan.

Sq_r:;t _tgq;i_;—:__ tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STTPP adalah
naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah luius pendidikan
tan palatihon tartortu,

Sertiﬁ!-:at 'ada.lah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah
mengikuti kegiatan tertentu.

Perubahan adalalh merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.

Pencabutan adalat suatu pernyataan tidak berlakunya suaty i
_ ) 1S naskah dinas
sejak ditetapkan pencabutan tersebut. g

Pembatalan adaiah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dia |
pernah dikeluarkan. nggap tidak



BAB Il
TATA NASKAH DINAS

Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdin atas:
asas efisien dan efekti’.

asas pembakuan.

asas akuntabilitas.

asas keterkaitan.

asas kecepatan dan ketepatan, dan
asas keamanan.

~0apnoo

Pasal 3

(1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
ditakukan melalui psnyederhanaan daiam penuiisan, penggunaan ruang
atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan
bahasa indoresia yong baik, benar dan lugas.

(2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan
melalui tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.

(3) Asas akuntabilitas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 huruf ¢, yaitu
penyelenggaraan taia naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan
dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.

(4) Asas keterkaitan sabagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata
naskah dinas diszlenggarakan dalam satu kesatuan sistem.

(6) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Parsal 2
huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat
sasaran.

(8) Asas keamanan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, vyaitu
penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskan dinas terdiri atas:
a.  ketelitian.

b. kejelasan.

¢. singkat dan padat, dan

d. logis dan meyakinkan.

Pasal §

(1) Rrinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,
f:h_se!eng.garakr_m secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan,
isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didaiam pengetikan.



(2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 __I?ur_l{f__ b
diselenggarakan dzngan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi
dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.

(3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud daiam_ Pasal 4 hyruf C,
diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan
benar.

(4) 'PrinSi'p logis dan meyakinkan sebagaimar.a dimaksud dalam Pasal 4 huruf d,
diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur
kalimat harus lengkap dan efektif.

Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

a. pengelolaan surat masuk.

b. pengelolaan surat keluar.

tingkat keamanan.

kecepatan proses.

penggunaan kenas surat.

pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran, dan

warna dan kualitas kertas.

@ *p o

Pasai 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,
ditakukan melalui: ‘
a. instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
1. diagenda dan dikiasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit
pengeidia;
2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan
pimpinan; dan
3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
b. go;r)t)’f iurat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang
erhak.

c. a!ur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat
pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Pasal 8

Pengelolaan surat kelusr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,

dilakukan melalvi tahapan:

a. konsep surat kefuar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas
dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha
dalam rangka pengendalian.

k. surat keluar yang telah ditandatangani oish pejabat yang berwenang diberi

nomor, tangget dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan

ketja perangkat daerah.

surat keluar senagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim, dan

d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

o



Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan

dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:

a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya
memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia
negara, keamanan den keselarnalan negara.

b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki
tingkat keamnanan linggi yang berdampak kepada kerugian negara,
disintegrasi bangsa.

c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat
perlu mendapat perhatian penerima surat.

d. surat konfidensial disingkat K, merupakar surat yang materi dan sifatnya
memiliki tingkat kearnanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya
jalannya pemerintahan dan pembangunai.

e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa
namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai
berikut:

a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima.

b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam seteiah surat diterima.

c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima, dan

d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

Pasal 11

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e,

sebagai berikut:

a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram.

b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atauw jenis lain, hanya terbatas untuk
ienis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai
kegunaan dalam waltu [ama.

c. penyediaan suwat berlambang negara berwama kuning emas atau 1ogo
daerah berwarha vicetak di atas kertas 80 gram.

d. ukuran kertas vang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4
(245 x 330 mm).

e. ukuran kertas yang digunakan untuk makailah, piper dan laporan adaiah A4
(210 x 207 min), dan

f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).

Pasal 12

Pengetikan sarana administrasi dan Komunikasi perkantoran dimaksud dalam
Pasai 8 huruf f, sebagai berikut:

a. penggunaan jenis huruf pica.

b. arial 12 atau disesuaikan dengan keautuhan, dan

c. spasi 1atau 1,5 sesuai kebutuhan.



Pasal 1%

Wamna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g,
berwama putih dengan kualitas baik.

BAB Il
NASKAH DINAS

Pasal 14

Rentuk dan susunan naskah dinas produk hukum dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Langkat, terdiri atas:

a. peraturan daerah.

b. peraturan bupati.

c. peraturan bersama bupati, dan

d. keputusan bupati.

Pasal 15

Rentuk dan susunan rnaskgh dinas surat, terdin atas:
instruksi.

surat edaran.

surat biasa.

surat keterangar:.

surat perintah.

surat izin.

surat perjanjian.

surat perintah lugas.

surat perintzh perjalanan dinas.

suraf kuasa.

surat undangan.

surat keterangan melaksanakan tugas.
surat panggiian.

nota dinas.

no'd pengajuan konsep naskan dinas.
lembar disposisi.

telaahan staf.

pengumuman.

laporan.

rekomendasi.

surat pengantar.

telegram.

lembaian daserah.

berita daerah.

berita acara.

EXELSECPNOADEIZIoORNTTSE@OA0 T



Z. notulen,
aa. rmemo.
&ab. daftar hadir.
ac. piagam.
ad. sertifikat, dan
ae. STTPP.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN
ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSAMA TUGAS, PELAKSANA
HARIAN DAN PENJABAT

Pasal 16

(1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang
dalam hubungan intemal antara atasan kepada pejabat setingkat
dibawahnya.

(2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang
dalam hubungan intemal antara atasan kepada pejabat dua tingkat
dibawahnya.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap
berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang
menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada
peiabat yang medimpahkan wewenang.

Pasal 17

(1) Pelaksana tugas yang disingkat Pit merupakan pejabét sementara pada
jahatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan
naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.

(2} Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala
SKPD atau Kepuilusan bupati dan beriaku paling lama 1 (satu) tahun,

{3) Pt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah
dinas yang dilakukannya.

| Pasal 18

(1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara
pada jabatan ftertemtu yang mendapat pelimpahan wewenang
penandatanganar naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan
sementara.

(2) Pih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan
kepala SKPD atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) PIh sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan
pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

10
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Pasai 19

Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan
bupati .

Penjabat sebagairnana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan
pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

BAB YV

PARAF, PENULISAN NAMA, PEMANDATANGANAN,
DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Parat

Pasal 20

Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum
ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh
pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda
tangan singkat sehagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi,
substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. paraf hierarki, dan

b. paraf koordinasi.

Bagian Kedua
Penulizan Nama

Pasal 21

Penulisan nama bupati, wakil bupati pada naskah dinas:

a. gatam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar,
an

b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.

Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) me
: ” un
gelar, nomor induk pegawati dan pangkat g yat (1) menggunakan

Bagian Ketiga
Feaandatanganan naskah dinas

Pasatl 22

Bupali menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

a. peraturan daerah;

b. peraturan bupeti;

c. peraturar bercama bupati; dan

. keputusar bupatt.

|
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{2)

{1}

Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
instruksi;

surat edaran,

surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah;

surat izin;

surat perjaijian;

surat perintah tugas;

surat kuasa;

surat undangan;

surat keterangan melaksanakan tugas;
surat panggilan;

nota dinas;

lembar disposisi;

pengumuman;

laporan;

rekomendasi;

telegram;

berita acara;

memo;

piagam,

sertifikat; dan

STTPP.

E<ETONQTODITFTTIEMOQ0DTE

Pasal 23

Bupati mendslegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan
yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan
perizinan temad..

Penye}lenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

Pasal 24

Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
surat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 18§ terdiri atas:

surat biasz;

surat keterangan;
surat perintah;

surat izin:

surat periridah tugas;
surat keterangan melaksanakan tugas;
nota dinas;

lembar disposisi;
telaahan staf;
laporan;
rekomendasi; dan
memo.

—xT T SEemeap T

12



(2) Wakit Bupati atas nama bupati menandatangani naskah dinas meliputi:
a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan; dan
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ferdiri atas:

surat edaran;

surat biasa;

surat keterangan,

surat perintah,;

surat izin;

surat perintzh tugas;

surat keterangan melaksanakan tugas;

nota dinas,

lembar disposisi;

pengumuman;

telegram;

berita acara,

piagam; dan

sertifikat.

CooNDG A LN =

R
- O

&
RN

Pasal 25

{1) Sekretaris daersh menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

surat biasa;

surat keterangan,

surat perinizh;

surat izin;

surat peijaniian;

surat perintah tugas;

surat perintah perjalanan dinas;

surat kuasa’

surat undangan;

surat kelerangan mlaksanakan tugas;

surat panggtan;

nota dinas,

nota pengajuan konsep naskah dinas:

lembar disposisi;

telaahan staf;

pengumuman;

laporan;

rekomendasi;

surat pengantar,

lembaran daerah;

berita daerah;

berita acara;

notulen;

memo;

daftar hadir; dan

sertifikat.

NS XESCTpPrroo 033~ 7T =" 7@ 0000
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(?) Sekretaris daeran atas nama bupati menandatangani naskah dinas yang
:eltliillj:h bertuk dar susunan praduk hukum berupa keputusan bupati; dan
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 terdin atas:
1. surat edaran,

surat biasa,

surat keterangan,

surat peintah;

sural izin,

surat penanjian;,

surat perintah tugas,

surat undangan,

8, surat keterangan melaksanakan tugas;

10. surat panggilan;

11. nota dinag;

12. pengdmuman;,

13. telegram;

14, berita acaia;

15. piagam,

16. sertifikat; dan

17. STTPP.

w N

O No oA

Pasal 26

(1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

nota dinas;

nota pengajuan konsep naskah dinas;
lembar disposisi;

telaahan staf;

laporan;

surat pengantar;

notulen; dan

memo.

ST e o0 o

(2) Asisten atas nama sekretaris daerah menandatangani naskah dinas bentuk
dan susunan surat sébagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah;

surat perintah tugas;

surat perintah perjalanan dinas;

surat undangan;

surat panggilar;

nota dinas;

nota pengajuzn konsep naskah dinas:

laporan;

surat pengantar; dan

daftar hadir.

TET T S@m0p0 o
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Pasal 27

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. nota pengajuan konsep naskah dinas,

b. telaahan staf; dan

c. laporan.

Pasal 28

(1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 terdiri atas:
surat biasa;
surat keterangan;
surat perintah;
surat izin;
surat perjanjian;
surat penniah tugas;
surat perintah perjalanan dinas;
surat kuasa;
surat undangan,
surat keterangan melaksanakan tugas;
surat panggilan;
nota dinas;
. nota pengajuan konsep naskah dinas;
lembar disposisi;
telaahan staf;
pengumuman;
laporan;
rekomendasi;
herita acara;
memao,;
daftar hadir; dan
sertifikat.

SEMCPONADOIIT AT TO NG AT

(2) Kepala SKPD atas nama bupati menandatangani naskah dinas yang
meldiputi:
a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan
bupati; dan
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 terdiri atas.
1. surat biasy,
2. surat keterangan;
3.  surat perintah;
4. surat undangan; dan
5. sertifikat.

() Kepala badan pendidikan dan pelatihan selaku kepala SKPD atas nama
bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

15



(1)

2

suraf biasa;
sutat undangan;
pengumuman;
faporan;
telegram:;
piagam,
sertifikat; dan
STTPP.

T@ e a0 o

Pasai 28

Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud daiam Pasal 15 terdiri atas:
surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah;

surat izin;

surat perjanjian;

surat perintah tugas;

surat perintah perjalanan dinas;

surat kuasa,

surat undangan,

surat keterangan melaksanakan tugas;
surat panggilan;

riota dinas;

nota pengajuaii konsep naskah dinas;
lembar disposisi;

telaahan staf;

pengumuman,

laporan;

rekomendasi;

berita acara;

mamo; dan

daftar hadir.

T T T@ ™0 00T
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Sekretaris DFRD  atas nama bupati menandatangani naskah dinas
meliputi:
a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan bupati, dan
h. dalam Dbentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 terdin atas:
1. surat biasa;
2. sural keterangan; dan
3. surat perintah;

Pasal 30

Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

16



surat biasa,

surat perintah;

surat perjanjian,

surat perintah tugas,

surat perintah perjatanan dinas;

surat kuasa;

surat undangar;

surat keterangan melaksanakan tugas;
surat panggilan,

nota dinas;

nota pengajuan konsep naskah dinas;
lembar disposisi;

telaahan staf,

pengUMUINIZN

{aporan;

rekomeniass,

berita acara;

memo; dan

daftar hadir.

®"QTVOSIoATOTQENOLH T

(2} Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani
naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud
da'am Pasal 15 (erdiri atas:

a. surat biasa;
b. surat keterangan;

surat parintah;

nota dinas; dan

daftar hadir.

m"aae

Pasal 31

(1) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah;

surat kuasa;

surat undangan;

nota dinas;

nota pengaijuan korisep naskah dinas;
lembar disposisi; ‘
telaahan staf;

laperan;

memo; dan

daftar hadir.

TRT T T@he a0 ow

(2) Sekretaris atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
terdiri atas:

17
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(2)

(1)

a. surat biasa;

h. surat keterangan;
surat perintah,
nota dinas; dan
g. daftar hadir.

a o

Pasai 32

Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah;

surat izin;

surat peranjian,

surat penrtah tugas;

surat perintah perjalanan dinas;

surat kuasa;

surat urdangan,

surat keterangan melaksanakan tugas;
surat panggiian;

nota dinasg; _

nota pengajuan konsep naskah dinas;,
lenibar disposisi;

telaahan staf;

pengumuman,

laporan;,

rekomendasi;

berita acara;

memo; dan

daftar hadir.

EMPNQDOBI AT TTO OO0 OR

Camal atas nharpa bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdifi atas:

surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah; dan

surat undangan.

apop

Pasal 33

Kepala bagian, kepaia bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk
dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
surat perintah;

nota dinas;

nota pengajuan konsep naskah dinas;

iembar disposisi;

telaahan staf;

taporan; dax

daftar hadir.

@ 0 a0Tw
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(2) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani
naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud
dalam pasal 15 terdin: atas:

()

(?)

()

3.

0 eo0 T

surat biasa;

surat keterangan,
surat penntah;
nota dir.as: dan
daftar hadir.

Pasal 34

Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a.
b.

SECTBL OV EDITAT IO RO

surat biasa;,

syrat keterangan,

surat perintah;

surat izin;

surat perjanjian;

surat perintah tugas;

surat perintah perjalanan dinas;
surat kuasa;

surat undangan;

surat keterangan melaksanalkan tugas;
surat panggilan;

nota dinas;

nota pengajuan konsep naskab dinas;
lembar disposisi;

telaahan staf;

pengumuman;

laporan;

rekomendasi;

berita daerah;

berita acara,

memo; dan

daftar hadir.

Lurah atas nama camat menandatangani naslkah dinas daltam bhantuk dan
susunan surzt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a.

b.
C.
d

surat biasa;

surat keterangan;
surat perintah;, dan
surat undangarn.

Pasal 35

Kepala subbegian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah
dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15
terdiri atas:



@)

(N
(2)

(1)
(2)

(3)

nota dinas;
nota pengajuan konsep naskah dinas;

a
b
¢. telaahan staf, dan
d. laporan.

Kepala subbagiar, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris,
kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk
dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. surat perintah;

b. nota dinas; dan

c. daftar hadir.

Bagian Keempat
Pendeleg2sian Penandatanganan Maskah Dinas
Pasal 36
Ketentuan mengenei pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur
dalam peraturan hupati.

Pelaksanaan pencelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan
dengan keputusan bupati.

Bagian Kelima
Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

Pasal 37
Tinta vang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas

berwarna biru tua.

Tinta yang diperguriakan untuk keperluan keamanan naskah dinas
bewariha merai.

BAB Vi

STEMPEL.

Bagian ¥esatu
Jenis

Pasal 38

Jenis stempel untuk naskah dinas terdiri atas:
a. siempel jabatan; dan
b. stempel perangkat daerah.
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Pasal 39

(1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, stempel
jabatan bupati.

(2) Stempel jabatan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama
jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda
bintang.

Pasal 40

Stempel perangkat daeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b,
terdiri atas:

a. stempel SKPD dan atau lembaga lain;

b. sterupel SKPD urtuk keperluan tertentu; dan

¢. stempel UPT.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan isi

Pasal 41

Stempe! jabatan bupeti dan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 38 berbentuk lingkaran.

Pasal 42

Ukuran stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 meliputi .

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat
daerat adaiah 4 cm,

b. ukuram garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat
daerah adalah 3,8 cm,

c.  ukuran garis iengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah
adalah 2,7 cm; dan

Jd. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimat
1em.

Pasal 43

(1) Ukuran stempei SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 huruf b, meliputi :

a. ukuran garis fengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempe!
perangkat daerah adalah 1,8 cm;

b. ukutan garis tengah fingkaran tengah stempe! jabatan dan stempel
perangkat daerah adalah 1,7 cm;

¢. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel
perangkat daerah adalah 1,2 em; dan

d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam
maksimal 0,5 cm.
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(2)

(1
(2)

(3)

)

(2)

Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksuq
pada ayat (1) dipér’gljhakaﬁ uituk kartu tanda penduduk, kartu pegawal,
tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

Pasal 44

Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara
dengan pembatas tanda bintang.

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a
dan huruf b berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD yang

bersangkutan.

Stempet UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf ¢, berisi nama
pemerintah kabupaten, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan.

Bagian ketiga
Penggunaan

Pasal 45

Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, bupati/wakil bupati.

Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, kepala SKPD, kepala
lembaga 1ainhya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 46

Perangkat daerah yang berhak menggunakan stempei perangkat daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:

@ PR oW

(1)

(2)

sekretariat daerah,

sekretariat DPRD; .
dinas daerah;

lembaga teknis daerah;

kecamatan;

kelurahan; dan

lembaga lainnya.

Pasal 47

Stempe! untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan
dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani
naskah dinas.

Wewenang pengadaan stempel jabatan dan stempel perangkat daerah
hanya dapat ditakukan oleh Sekretariat Dagrah Kabupaten Langkat pada
Bagian Orgarnisasi .
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Bagian Keempat
Kewenangan Pemégany dan Penyimpan Stempel

Pasal 48

(1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah
dinas dilakukan olsh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada
sekretariat daerah.

(2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah

dilakukan ofeh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap
SKPD.

(3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayal {(2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

(4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD.

Bagian kelima
Pengamanan

Pasal 49

(1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan pemerintah
daerah, menggunakan kode.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh bupati.

BAB VI

KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 50

Jenis kop naskah dinas terdiri atas:
a. kop naskah dinas jabatan; dan
b. kop naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua
Béentuk dan Isi

Paszal 51

(1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a,
untuk bupatifiwalkil bupati menggunakan:
a lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian
tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukuin;



b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian
tengah atas serta alainat nomor telepon, nomor faksimile, web site,
e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk
naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.

(2) Kop naskah dinas perangkat daerah memuat sebutan pemerintah
kabupaten, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon,
nomor faksimile, wab site, e-mail dan kode pos.

(3) Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kabupaten,
nama kecamatan, atamat, nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail
dan kode pos.

(4) Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama
kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, web site,
e-mail dan kode pos.

Paragraf Ketiga
Penggunaan

Pasal 52

(1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1),
digunakan untulc naskah dinas yang ditandatangani bupati / wakil bupati.

(2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan
ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala
SKPD yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4),
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang

bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

(4} Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5),
digunakan untuk naskah dihas yang ditandatangani oleh Iurah yang
bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 53

Kup naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) digunakan
untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli bupati.

BAB Vit
SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 54
Jenis sampul naskah dinas terdin atas:

a. sampul naskah dinas jabatan; dan
b. sampul naskah dinas perangkat daerah.
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Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 55

Sampu! naskah dinas jebatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah
sebagaimana dimaksixd dalam Pasal 54 berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 56

{(*} Ukuran sampu! naskah dinas jabatan dan sampui naskah dinas perangkat
daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:
a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm;
dan
d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar
14 ¢m.
(2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan kertas casing dengan wama:
a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud
Pasal 54 huruf a; dan
b. cokiat untuk sanpul naskah dings perangkat daerah sébagaimana
dimaksud Fasal 54 huruf b.

Pasal 57

(1Y Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas
dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website
dan kode pos dibagian iengah atas.

(2) Sampul perangkat daerah berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD
yang bersangkutan, alaimat, notor 1elepon, faksimile, e-mail, website dan
kode pos dibagian tfengah atas.

(3) Sampul UPT berisi nama kabupaten, nama SKPD dan UPT yang
bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan
kode pos dibagian tengah atas.

BAB IX

PAPAN NAMA

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 58

Jenis papan nama terdir atas:
a. papan nama kantor bupati; dan
b. papan nama perangkat daerah,
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Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran, Isi

Pasal 59

Papan hama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berbentuk empat persegi
paniang.

Pasal 60

Ukuran papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disesuaikan
dengan besar bangurnan.

Pasal 61

(1) Papan nama sebagaimana'dirnaksud dalam Pasal 58 huruf a berisi tulisan
kantor bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos.

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b berisi tulisan
pemerintah kabupalen dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat,
homor télepon serta kode pos.

(3) Jenis bahan Jasar, warna, besar huruf papan nama kantor bupati dan
perangkat daerah sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
oleh bupati.

Bagian Ketiga
Panempatan

Pasal 62

Papan nama kanior perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis,
mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

Pasal 63

Bagi beberapa kantor, GKPD yang berada di bawah satu atap atau satu
komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.

BAB X
PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

Pasal 64

(1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam
bab ini dilakukar dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.

(2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau
pejabat diztasnya.
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BAB XI
KETENTIJAN PENUTUP

Pasal 65

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, u.b, Plt, Pih dan Pj, paraf,
bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas dan
papan nama sebagaimana dimaksud dalam bab I, bab IV, bab V, bab VI, bab
Vii, bab Viii, dan bab iX tercantum dafam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 66

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Langkat
Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 28 Desewber 2010

BUPAT! LANGKAT,

|
H.FGOGESA SITEPU

Diundangkan di Sta
pada tanggal £ "Xewkeer 2000

f-‘"‘"/ g
~=7 SURYA DJANISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2010 NOMOR 18
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR  :
TANGGAL

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, Pit, Plh DAN Pj,
PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN 1S| STEMPEL,
KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAI{ DINAS DAN PAPAN NAMA

A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.

1. PERATURAN DAERAH

BUPATI LANGKAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR ... TAHUN ...........

...................................................................................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang @ DANWA
e
. bah\.vz.t';tslgr.r"s eierusnya ............................................................ :
Mengingat 1. UNGANG-UNAang ..o ;-
2. Peraturan Pemerintah ..o, X

3. dan seterusnya
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Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG. ...,
BAB |

BAB |l

............................................................

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkandi ......................
padatanggal ............ccoceune

BUPAT! LANGKAT,

NAMA,

Diundangkandi ...........
padatanggal ..............

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN I_ANGKAT TAHUN ... NOMOR ...
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2. PERATURAN BUPAT!

BUPATI LANGKAT
PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR....... TAHUN..........

...........................................................................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a.bahwa ... e PP
T 11 2 [T PPV PEOI VP PR
c¢. bahwa dan seterusn;a;

Mengingat 1. Undang-Undang ........ciecimmn e
2. Peraturan Pemerintah ..........c..cooveiiiiiieecee e e

3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : . PERATURAN BUPATI TENTANG.............cc

BAB ]

- {3) dan seterusnya.
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BAB Il

(dan seterusnya)

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Langkat.

Ditetapkandi ..................
pada tanggal ..................

BUPATI LANGKAT,

NAMA
Diundangkar di ..........
pada tanggai .............

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN ... NOMOR ...
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3. PERATURAN BERSAMA BUPATI

BUPATI LANGKAT

PERATURAN BERSAMA BUPATI LANGKAT
DAN BUPATI /WALIKOTA. ...

NOMOR .......... TAHUN ............
NOMOR .......... TAHUN ............

TENTANG

MMMMMMMMMMIAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAKN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT DAN BUPATI / WALIKOTA ...........,

.....................................................................................................

3. dar seterusnya,
MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BERSAMA BUPATI LANGKAT
DAN BUPATH /WALIKOTA. ...

BAB |
KETENTUAN UMUM

------------------------------------------------

(3) dan seterusnya.
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........................................................................................

BAB il

{dan seterusnya)

Peraturan Bersama Bupati Langkat dan Bupati / Walikota.... ini
mulai herlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintatikan
pengundangan dengan penempatannya dalam (Lembaran
Daerah/Berita Daerah) '

Ditetapkandi .....................
padatanggal . .....................
BUPATI / WALIKOTA....... BUPATI LANGKAT,
NAMA NAMA
Diundangkandi ..........

padatanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT (Pemrakarsa),

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT(Pemrakarsa)TAHUN.....
NOMOR ...
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4. KEPUTUSAN BUPATI

BUPAT! LANGKAT

KEPUTUSAN BUPAT! LANGKAT.

NOMOR.... /K/ (Tahun Pembuatan)

TENTANG
BUPATI LANGKAT,

Menimbang @ bahwa ... -
B DAIWE .vv...ors o oooroo oo eoeoeeeoeeeeoeeee oo
¢. bahwa dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang ...
2, Piraturan POmenntan ..
N dan'ae terusnya S PTUPSSPP

MEMUTUSKAN -

Menetapkan

KESATU OOV X

KEDUA e e ;

KETIGA e, e, :

KEEMPAT e et oL et b e e e et anae st et e e nerea e enennes

Ditetapkandi ..................
pada tanggal ..................

BUPATI LANGKAT,

NAMA
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PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang

- Mengingat

Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT
NOMOR... /K/ {Tahun Pembuatan)

TENTANG

.......................................................................

.......................................................................

T o 12 £ RO OO U P PO TUP P PIPRPUPP PR

. bahwa .............................................................................................................................................................................. ,.

. bahwa P seterusnya ....... pretereemeeireeiisgetaanttiteeenitsaaar e Rty n e ;

1. UNAang-Undang ... ;

2. PorStUrar POMEIIAN ..ooooesosoesereeseesereeeeereeo

N da rr 5 eterus nya ......................................................................... '
MEMUTUSKAN :

..................................................................................................

Ditetapkandi ..................
pada tanggal ...... ...........

a.n. BUPATI LANGKAT
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
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5. INSTRUKSI] BUPATI

BUPATI LANGKAT

IMSTRUKS! BUPATI LANGKAT
NOMOR ... /ins ! (Tahun Pembuatan)

TENTANG

........................................................................................

Kepada T e i
B SO OO TV PP P O UURURRPIUUPRPO
e e e
e
Untuk
KESATU et e et e e e e e et
KEDUA SO USRS PSP BSOS OR P
KETIGA . dan seterusnya;

tnstruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkandi ................
padatangoal................

BUPAT! LANGKAT,

NAMA
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6. SURAT EDARAM

BUPATI LANGKAT

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

.........................

.................................................................................................

...........................................................................................................

..................................................................................................
...........................................................................................................

...........................................................................................................

.............................................................................................................
...........................................................................................................

.................................................................

BUPATI LANGKAT,

NAMA
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7. SURAT BIASA

BUPATI LANGKAT

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada
Nomor Y
Sifat T e
Lampifan
Hal e ereie e eaaiaiaaaes di -
BUPATI LANGKAT,
MAMA
Jalan. . Nomor. .........., Kabupaten......................
Téelp. oo v, (E-mail).. ....... , Website Www...........cccooovvvveiiennnn.
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8. SURAT KETERANGAN

BUPATI LANGKAT

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama e erteeameeetae e e aaee e iaiararn e ariern s

b. Jebatan - Bupati Langkat

dengan ini inenerangkan bahwa

a. Nama/Ni¥ s b INIP e,
h. PangkavGolongan & ... Lo
¢. Jabatan e TSP PR PPRTTPPRIIN

Maksudl et A aertaeeraaaeeereaaaa s

...............................................................

Demikian Sura* Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BLIPATI LANGKAT,

NAMA
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9. SURAT PERINTAH

BUPATI LANGKAT

SURAT PERINTAH
NOMOR. ..o
Nama (yang memberikan perintah) ...
Jabatan TR OO PRPRPPURIS

MEMERINTAHKAN :

Kepada

a. Nama T e vt ey ren ey et e anaaaes
b. Jabatzn s e e
Untuk

........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Ditetapkandi.......................
padatanggal .......................
BUPATI LANGKAT,

NAMA
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10. SURAT IZIN

BUPATI LANGKAT

SURAT IZIN BUPAT! LANGKAT

..................................................................

..................................................................

Dasar 0 TV U TS OO PP RP PSSP SRR

.....................................................................................

....................................................................................

Kepada

Nama e taaereeseeteeeaeeaeaeerees b s aRe et
Jabatan D teteneeeseereereseeeriiieene et rbenaeees
Alamat e eeeeeeeeenreeeesesteeroneeeisnnee s anneeranaeeaeneaean
Untuk e et en b

Ditetapkan di ................cociviiens
padatanggal ...........................

BUPAT! LANGKAT,

MAMA,
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11, SURAT PERJANJIAN

BUPATI LANGKAT

SURAT PERJANJIAN
NOMOR .......... foi, I foeiinn,
TENTANG
Padahan........ , Tanggal ............... , Bulan .....coenee. dan Tahun ...
bertempat di ....oceiiieens , kami yang bertanda tangan dibawah ini:
B oo eeerttecrerie e e IaET iR enneaneasan emeamtnteese et e it rns o< ieaieatesteaseemeastississasessessessibnisiserierie
...................................................................... PIHAK KE |
OO U OO PRSPPSO POPPPOP P
...................................................................... PIHAK KE I
Pasal .
.......................................................................... (19! perjanjtan)
Pasal ...
Panutup

Surst peranjian i ditandatangani cleh kedua helah pihak, pada hari dan
tanggal tersebu. Jiatas.

PIHAK KE U PIHAK KE |
BUPATI LANGKAT,
‘ METERAI
L
NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkat
NIP
Saksi-saksi:
T e .. (landatangan)
2 {tandatangan}
3. dst... o
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

PEMERINTAH ... ..o
REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH ...
REPUBLIK .......cocee

indonesia dan Pemerintah

Pemerintah  .......c.coeeinns Republik _
, yang dalar hal ifi disebuit

..................... CRBPUBIIK ..o e
sebagai “Para Pihak”.

Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama
antara masyarakat kedua belah pihak :

Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan
Merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah ................. ,

Republik Indonesia dan Pemerintah, Repubiik ................. , dalam upaya untuk
meningkatkan kerjasama, yang ditandangani di Kota ........... . fgl....bin....
iahun.

Sesuai dengan huikum, peraturan dan prosedur administratif yang
berlaku pada Negara masing-masing

Telaly mencapai kesepakatan sebagai berikut:

ARTIKEL 1
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Fara pihak akan rembentuk sebuah kerjasama Kota ... untuk
meningkatkan dan  memperivas  kerjasama yang efektif dan saling
menguntungkan bzgi pengembangan kedua kota, dafam batas kemampuan
keuvangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang-bidang sebagai berikut :

ARTIKEL 2
PEMBIAYAAN

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung

tersedia, yang disepakati oleh Para Pihak.

ARTIKEL 3
PENGATURAN TEKNIS

Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat
membuat pengaturan pregram, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam
keselunyhan dari Nola Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang
sebagaimana tersebut didalam Artikel 1.
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ARTIKEL 4
KELOMPOK KERJA

ARTIKEL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau peiaksanaan Nota
kesepakatan ini, akan diselesaikan secara daimai meélatui konsultasi negosiasi
antara Para Pihak.

ARTIKEL 6
PERUBAMAN

Nota kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki. Masing-masing pihak
dapat meminta perbaikan atau perubshan. Segala bentuk péfubahan ataupun
perbaikan yang disepakati kedua belah pihak harus merupakan bagian
integral dari Nota Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan tersebut
diberakukan pada tangga! yang telah ditentukan oieh Para Pihak.

ARTIKEL 7
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
L (T T O OO TP O O SO UP PP ISP RSTSP LIRS
2 et reeeeeeeeeetiaeie eeieaesiereseseeeRiNsecisaeTseTeiaeeatariaiessearersitseseistit e
e eee e eeiaeeeereiens hieeetenRerteeertiareienEEesieeeiereeiesesteisseeieiiaiiniia

DENGAN DISAKSIKAN OLEH, pihak-pihak bawah ini, sebagaimana telah
disahkan oleh Pemerintan Daerah masifg-masing, telah menandatangani
Nota Kesepakatai ini.

GUBERNUR/BUPATIMWALIKOTA........... . GUBERNURMWALIKOTA..............
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK.......cccoovvirrnen
NAMA NAMA
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CONTOH
FORMAT MAP

_______,_.-——-«-""""- — - i

LAMBANG
DAERAH
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12. SURAT PERINTAH TUGAS

BUPATI LANGKAT

SURAT PERINTAH TUGAS

Dasar e eeemeer e eseaseeesseseereeeerera it ra et e penaan

....................................................................................................

Kepada : 1. Nama  rireereitsereasaniraesanrsant et nm s s e

Pangkat/gol : .....ccccoiimmimi e
NIP T e e
Jabatan T eereeteramreaent——eear————————ieietarirateneneees

2. Nama PP
Pangkat/gol ..o et
NIP i e e r e an
Jabatan e erae et rrereraseareateretrnnnanns

Untuk S OO USROS URU USRI

Ditetapkandi .......................
padatanggal .......................

BUPATI LANGKAT,

NAMA
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13. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

LAMBANG KOP NASKAH DINAS

DAERAH PERANGKAT DAERAH
Lembarke ©..oooiiiiiiiiiiian
Kode NO o irerirrenresmiiens
NOMOF e

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(SPPD)

e R

1. Pejabat yang memberi perintah

2. Nama Pegawai yany diperintah

3. a. Pangkat can Golongan menurut
PP No. € Tahun 1997
b. Jabatan
¢. Tingkat menurut pecaturan
perjalanan

4. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angku! yang dipergunakan
6. a. Tempat herangkat

b. Tempat tyjuan

7. a. Lamanya Perjatanan Dinas
b. Tanggal berangkat

c. Tanggal harus kembali
8. Pengikut

8. Pembebanan Anggaran

a. nstansi
b. Mata Anggaran
10. Keterangan lain-iain

Dikeluarkandi .

pada tanggal

KEPALA SKPD,

NAMA PEJABAT
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SPPD No. T e ettereeearar b enrnan

Berangkat dari

(tempat kedudukan): ...
Pada tanggal e
Ke e aaren e e

Selaku pelaksana Teknis kegiatan

1. Tiba di e a e ——— B_erangkat dar ;..o
Pada tanggal @ ... Ke T
kKepala Padatanggal ...

Kepala

1. Tiba di e v veearen et anas Berangkat dari ...
Padatanggal: ..........cooinriennncinne Ke UUUURRUIe
Kepala Padatanggal ...

Kepala

W, Tiba di N et verreenne i Berangkatdari  © ...
Pada tanggal : ... Ke SUUUTURNROP
Kepala Padatanggal ...

Kepala

V. Tiba kembali di :
Padatanggal .........ccocormmmininini e,
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut diatas benar dilakukan
atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu vyang
sesingkat-singkatnya.

KEPALA SKPD

NAMA PEJABAT

VI. CATATAN LAIN-LAIN

Vil. PERHATIAN
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan
perialanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ftiba
serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan
Keuangan Negara apabila Negara meéndapat rugi akibat kesalahan,
kealpaannya.
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14. SURAT KUASA

BUPATI LANGKAT

SURAT KUASA
Nemor . ...

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama T eerateereretaieieeresarerenrsaaarrrazaraeas
b. Jabatan e raeerreasetenratnerraaeeaaeeeas
MEMBERI KUASA
Kepada
a. Nama T PO PPP
b. Jabatan S rerereesersseestibieresenrersrnanasecniasiesres
c. NIP. v aan v e ra
Untuk

......................................................................................................................

.................................................................................................................................

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mesiinya.

Tempat, Tangga!, Bulan dan Tahun

Yang <iberi kuasa Yang memberi kuasa
NAMA JABATAN BUPATI LANGKAT,
NAMA NAMA
Pangkat

NIP.
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15. SURAT UNDANGAN

Kepada

Nomor L eeenertereanreeennes D ' L1 TR OU TR
Sifat e e
LAMPIAN T reerverreeeerenscnrns
Hal - Undangan di -

[ £ 1 T O OO

Tanggal TR PURUSURUPPIP

Pukul

Tempat e

ACHIE e

BUPAT! LANGKAT,

NAMA

Laratar
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16. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

Al

BUPAT! LANGKAT
SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama ORI nreane b
NIP C eeetereeeteen ove et e earaarn e an e
Pangkat/Golongan PP VPP
Jabatan O e e

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa !

Nama U OURORRTOR RO
NIP TSRO OO URUUPUOUOURP
Pangkat/Golongan LT PP PP PSPPI

Jabatan e s

Yang diangkat be dasarkan Peraturan ...
NOMOF ..cveeverreenenees B 1= 11111 H USSR UOR SO
telah nyata menjalankan tugas sebagai ...
di -

..........................................................................................................

Demikian surat lketerangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan
sesuagguhhya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeti sipil dan
apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang
?erai:aibtat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian
ersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPAT! LANGKAT,

NAMA
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17. SURAT PANGGILAN

Nomcr e
Sifat S SUUTUURUTER TP
Lampiran e
Hal - Panggilar.

................................

Tempat

Menghadap
kepada

Alamat

.....................

BUPAT! LANGKAT

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

...........................................................................

.....................................................................

....................................................................

....................................................................

...........................................................................

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian

sepenuhnya.

BUPATI LANGKAT,

NAMA



18. NOTA DINAS

LAMBANG
DAERAH KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
NOTA - DINAS

Kepada USSP U D OO PPPPPPRI
Dari T eeeraaeeeeetteerieeteeeietetasressenansnnnaiiaaiaaesiieaiiiiiiis
Tanggal L eevereeeenereennnns e trereraas eeeaeereeneeeee e aannnrtesa et
Nomor e reeeritetteteeieareeeasaranrretaeteenaranaeerraan
Sifat U S OO
Lampiran et teaeeeeeeeieeeeneeeeeeitataseneseecsiesansermeerensiiesesiens
Hal TN eeeeeeeeeetertersutit e —anbanparaeranaaasaty

........................................................................................................................
..................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------

......................................................................................................................
.................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.........................................................................................................................
.................................................................................................................................

.....................................................................................................

KEPALA SKPD,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
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19. NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

LAMBANG KOP NASKA!1 DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Nomor D eereverrneeaeeenninaerian N4 | 1 TUTUUUTTO TR OO RO PPN

.............................................

..........................

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat  ttrerianee—ereenreeeene e nnnantaan s
Tentang e reerrr i e eaararae i aeeaan e s aar e aan
Catatan L e tasrereeesissreerassReniasaaentsinnrees
Lampiran TR OO PROR P

Untuk FAshon persetujuan dan

tanda tangan atas [OOSR PTOPRPP
DISPOSISI PIMPINAN KEPALA SKPD,
Tindak lanjut staf NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP

Catatan : Coret yang tidak peru.



20. LEMBAR DISPOSISI

LAMBANG KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH
LEMBAR DISPOSISH
| Surat dari : Diterima Tgt :
No. Agenda
No. Surat Sifat :
Tgl. Surat : O Sargat segera [] Segera ] Rahasia
Perihal

Diteruskan kepada Sdr.:

..........................................
..........................................

Dengan hormat harap:

[l Tanggapan dan Saran
- Proses lebih fanjut
Koordinasifkonfirmasikan

|

Catatan .

Nama Jabatan
Paraf dan tanggal

Nama Pejabat
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21. TELAAHAN STAF

LAMBANG KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN STAF

Kepada U UOTU U PR PERPOPROPO PR
Dari UV UPUPRE PP PPPPR PP
Tanggal OO OR O IETUUPURP
Nomor U U OO PP OO PP PP PP PROTII RO
Lampiran ST O U P PP TSI
Hal e eemaeariaeeeiteeeeesssseeestsessristroaseesiiesieaeieseonies

L. Fersoaian

il. Praanggapan

Il. Fakta-Fakta yang mempengaruhi :

V. Analisis

V. Kesimpulan

V1. Saran

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP
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22. PENGUMUMAN

BUPATI LANGKAT

PENGUMUMAN

..........................................................................

......................................................................................................................
.................................................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................
.........................................................................................................................

..............................................................................................................

Ditetapkan di ...........ccoovvinenene
padatanggal..................

BIUPATI LANGKAT,

NAMA

57



23. LAPORAN

LAMBANG KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH
LAPORAN
TENTANG
1. Pendahtiluan.

A. Umum/atar belakang
B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

. Kegiatan yang dilaksanakan,

. Hasil yang dicapai,

V. Kesinvpulan dan Saran

V. Qenutup.

Dibuat di
pada tanggal

Narmna Jabatan

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

58



24. REKOMENDASI

BUPAT! LANGKAT

REKOMENDASI ...

..................................................................................................................................

..............................................................................................................
.......................................................................................................
...........................................................................................................................

..................................................................................................................................

..............................................................................................................

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI LANGKAT,

NAMA
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25, SURAT PENGANTAR

LAMBANG KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH
Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun.
Kepada
YHh oo
du .......................
SURAT PENGANTAR
NOMOR 1 ...............
No. Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan
Diterima tanggal ................
Penerima Pengirim
Nama Jakatan, Nama Jabatan,
Nama pegabat Nama pejabat
Pangkat Pangkat
NIP. NIP.
Nomortelepon . . ... ... ..
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26. FORMULIR BERITA

FORMULIR BERITA
Registrasi No: .....coooovvinnnn.
PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT
DARI e S
UNTUK e reeesteesareeriEreseteeanrennietias s eanrata et
TEMBUSAN 1 i e e e
KLASIFIKAS] : SEGERA
Nomor
................................................................................................ KIMA .............
S £ S
AAA  TTK et e e b KMA
.......................................................................................................................... TTK
BBB B 0 (OO UUUO RSO OROIONN KMA
.......................................................................................................................... TTK
CCC TTK DAN SETERUSNYA TTK HBS
Tanggal waktu pembuatan .............._.
Waktu Lalu Paraf
Pengirim No.Koda | Terima | Kirim | Lintas | Operator
Namia
Jabatan
Tanda tangan
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27. LEMBARAN DAERAH

.EMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor ...... Tahun ........ Seri.... Nomor ...........

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor: ...........
TENTANG
.................................................................... dan seterusnya
Diundangkan datam lembaran daerah ...
Nomor ....... Tahun ........
Sert ...
Tanggal .............

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
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28. BERITA DAERAH
SER!TA DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor ...... Tahun ........ Seri.... Nomor ...........

PERATURAN BUPATI LANGKAT / PERATURAN BERSAMA BUPATI LANGKAT DAN ...
Nomor:........ ..

TENTANG

Nomeor ....... Tahun ........
Tanggal ............

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
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29, BERITA ACARA

BUPAT! LANGKAT

BERITA ACARA

NOMOR : .........

OO UUTUOUSPPUNIUPSTOVSRPI ORI SIS oL * selanjutnya
disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan
atamat)

SR T U UOU Y PPUS USRI ISR L= LY selanjutnya
disebut Pihak Kedua

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap..... untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIHUAE di coevveer e cermeerereerrenenne

Pihak Kedua Pihak Pertama
BUPATI LANGKAT,

NAMA PEJABAT NAMA

Pangkan

NIP.

Mengetahui/Mengesahkan

Pangkat
NIP.
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30.NOTULEN

LAMBANG KOP NASKAH DINAS
DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
NOTULEN

Sidang/Rapat RSOOSR P U ORI UPPPROPS
Hari/Tanggal L eeeeeereeaveteeeessseeeeeeteessaraneessieiiaatensaaareantrrrenaannnns
Waktu Panggilan © eeeesseursisseessesedbismEEIEEEEIERIIaRERERRRY PORsSaars Nt ennoetneans
Waktu sidang/rapat o eeeeereeeeentsaesaeetsesssreseaasteesianrrnenasiattiinenaa s e v
Acara wun [OOSR PRRPTPURIRt

2. dan seterusnya
3. Penutup.

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua l reversierarseeseeeseerateianrae s ee e e et e nr e At aeaee s
Sekretars T ereveteeeeeaeeeetereeanraeertrennttabaaretieennrnaserntsianainars
Pencatat T e terbraterarertararensatreaeraenntrnratEaer v e ra e ntanaas
Peserta sidang/rapat e DU U U PO UEOUU PR

Kegiatan Sidang/Rapat = 1.
2. dan seterusnya.

1. Kata Perbukaan T et e e e

2. Pembahasas et e et e e e een e ia e raar e

3. Peraturan ST e

PIMPINAN SIDANG/RAPAT
NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
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1. MEMO

.................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................

Tempat, Tanggal, Bulan dan Taliun

BUPATI LANGKAT,

Tanda Tangan atau Paraf
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312. DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Hari
Tanggal
Waktu
Tempat

Acara

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

.......................................................................

.........................................................................

NO.

NAMA

JABATAN/
PANGKAT

TANDA
TANGAN

1.
2.
3.
dan
seterusnya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT

Pangkat
NIP.
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33. DAFTAR HADIR

LAMBANG KOP MASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH
DAFTAR HADIR
BULAN
MINGGU
[NO. | NAMA | PANGKAT/ | TANGGAL KET
GOL [P[S[P[SJPIS[P]S
1 2 3 41567 (8|09 1011 ] 12
KEPALA SUB
BAGIAN/
SEKRETARIS

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAI
Pangkat
NIP.
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34. PIAGAM PEMGHARGAAN

CLIPAT! LANGKAT

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor
BUPATI LANGKAT Dengan ini memberikain penghargaan kepada

Nama
Tempat/Tanggal |ahir
NIP/MRP

Jabatan

instansi

.............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................

BE EA A E NN N R aam e AR AP EEA A7 FR e pd TR LANa A PRI AN EAE IR I NI YII P EE EE Y P EE RN T ARIE IAEEI NI TLAS I FuRaFn AN ERE I AR T NN

R L L LR IR T L L LT L L R E R L T T T T L L R T R R T e e e e R R bl

..............................................................................................................................................................................................................................

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
BUPATI LANGKAT,

NAMA JELAS
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35. SERTIFIKAT

. -k?ﬁ\!‘ \ﬁ

EUDATA 1 ANGFAT
SERTIFIKAT

Diberikan kepada :
Nama

NIP

Instansi :

Sebagai/Atas partisipasinya dalam .....iceisernnsrrnecesvennes
reeeennsersesssesnsas YANE diseienggarakan olel ...........ccovevevnnna. veesssnnes e
dari t‘an%al dhasbaBad Sld .......... berl:empat di ..................................

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI LANGKAT

NAMA JELAS
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36.SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BUPAT! LANGKAT

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor

D e et foereeciice, {DON

Bupati Langkat Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuarnya menyatakan bahwa :

NAIE e e e e et et et e e e e
—— Terrpat/Tanggal lahir O OO STUUURTRY A
_~| NIP.NRP : 0000000000000
Pas foto | Pangkat/Gol. Ruang et Lo oo eeeeeeeens oo ees e
48 JaBAtAN e
i instansi O U RSP U RSO SR TP POURTOUPPPRS
LULUS
Kualifikasi R T VRO O PP UUO PPN
Pada Pendidikan dan Pelatihan .................... Kabupaten Langkat yang diselenggarakan cleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Langkat
Al dari tanggal .......... sampai dengan ...... yangmeliputt ...

Tempat, Tangga!, Buian dan Tahun
BUPAT! LANGKAT

NAMA,
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Bagian Belakang STTFP

AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA
Umum : (ditentukan.Badan Diklat Depdagri) ...................... . JU e s raanaesrreaaerans e aaaaes e e e
Khusus : (diteniukan olsh venvelenpgare dengan mergacu pada tema umum dan issug actual setempat) ... PP

........................................................
.....................................................................................................................

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

................. e T L

NAMA PEJABAT
PANGKAT
NIP.
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LAMBANG BUPATI LANGKAT

DAERAH SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Nomor e Fovieeeiiiiien, /GDN
bBul?ati ........... Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan
ahwa :
Namza OO PO TSI O U OOUOORIOP S
- Tempat/ranggal iahir e e N F o e
! NIP/NRP . 00000CQ0G/0CEE
Pas foto Fangkat/Gol. Ruang ... e en et eerane i
4x6 Jabatan e ee et e sanace L inre feTeueeeeeateanaEerrer ieeene e eannr et ne e rea et en
_ Instansi OO U T OO PO TP TURRP PR TTUUPU
LULUS
Kualifixasi
Pada Pendidikan dan Pelatihan ...................... Kabupaten Langkat vang diselenggarakan oleh Badan Pandidikan dan Pelatihan Kabupaten Langkat dari tanggal
.......... sampai dengan ..... yang meliputi ... .

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. BUPATI LANGKAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA PEJABAT
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‘Bagian Belakang STTPP
AGENDA PEMBELAJAKAN

TEMA
Umum : {ditentukan Badan DiKlat ondagni ) ... . o e e e e e e s

P T T T T T L L R R T T e R N R R R R L

Khusus - (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual seiempat) ... eeetr e arae e

Tampat, Tanggai, Bilan dan Tahun

KEPALA RIDANG DIKLAY

NAMA PEJABAT
PANGKAT
NIP.
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B. PENEMPATAN a.n, u.b, Pit, Plh DAN Pj

1. Penggunaan “a.n.”.

a.n. BUPATI LANGKAT
SEKRETARIS DARERAH,

M.HANAFIE.
Pangkat
NIP.

a.n. CAMAT STABAT
SEKRETARIS CAMAT,

SOEGITO
Pangkat
NIP.

2. Penggunaan “ u.b.™

a.n. BUPATI LANGKAT
SEKRETARIS DAFRAH
u.b.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

SIMON NASUTION
Pangkat
NIP.

3. Penggunaan "PIt™:

Pit. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATIL,

HANDOKO

75

a.n. LURAH STABAT BARU
SEKRETARIS LURAH,

ZAINAL. ABIDIN
Pangkat
NIP.




4. Penggunaan “Plh”

Plh. BUPATI LANGKAT

WAKIL BUPATI,

HANDOKQ

5. Penggunaan “Pj” :

Pj. BUPATI LANGKAT

HAMDAN!

C. PARAF DAN PENULISAN NAMA.

1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis.

a.

naskah dinas sehelum ditandatangani oleh bupati, wakil bupati, sekretaris
daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur dan
direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga
orang pejabat secara betjenjang  untuk bertanggung jawab terhadap
substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah
dinas sesuai arah jarum jarn dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan

menandatangani.

naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani
'héﬁkéh dinas tersebut tidak memerlukan paraf,
paraf untuk surat perintah perjatanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.

untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman,
sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengotah pada sudut kanan bawah
setiap halaman.

naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari
satu lembar, setiap 1embatnya di paraf pada pojok ki kertas bagian bawah.
naskah dinas dalamn bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran,

pada lembar lampiran dipojok sebeiah kanan atas ditulis lampiran;surat, nomor
dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang.
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2. Pembubuhan Paraf Koordinasi.

a. naskah dinas datam bertuk dan susunan produk hukum yang materinya

menyangkut kepentingan unit fain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang harus diparaf terlebih dahulu coleh unit pengolah, unit lain yang
terkait dan bagian hukum pada setiap lembar naskah.

b. naskah dinas dalam beniuk dan susunan surat yang materinya menyangkut

kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
harus diparaf terlebih dahulu olely unit pengoiah, unit lain yang terkait pada
lembar terakhir naskath.

c. paraf koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk searah jarum jam:

2 BUPAT! LANGKAT (3

(1) ASNAWI

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk matrik:

PARAF HIERARKHIS
Sekds...... ]
fEs1g...
dst

Contoh paraf koordinasi

ST AT}
PARAF KQORDINASI "ﬂ PARAF KOORDINAS

Bagian .. .. I Dinas ......
" Bagian ... | ]l'[ Badan

Bagian ... —lll kentor ...
|=g;t=:===L ----- = :L:gtt

3. Penulisan Nama Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Naskah Dinas.

penulisan nama bupati dan narna wakil bupati pada naskah dinas dalam bentuk
produk hukum tidak menggunakan gelar;

penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah dinas dalam bentuk
surat dapat menggunakan gelar;

nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan
gelar, NIP dan pangkat ( pada naskah dinas dalam bentuk dan susuhan surat ).

77



P. BENTUK UKURAN DAN IS STEMPEL.

Yang menggunakan lambang.

|

38cm 4 cm

|

Yang tidak menggunakar lambang

Lambang Negara/Daerah

- Tem 2,7¢m

3,8cm

1. STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD.

a. contoh stempel jabatan.

78
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b. stempel sekretariat daerah dan sekretariat dewan.

o

SETDA

/ 7 \
(G, %
e}y
\ &, /

\fﬁNGﬂt

o et
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f. stempel satuan keria perangkat daerah untuk keperluan tertentu.
Pl T

_ — 0,5 cm 1,2 cm 1,7 cm 1,8 ¢cm

Contoh stempel untuk KTP dengan skala 4 : 1.

E. BENTUK, UKURAN DAN ISt KOP NASKAH DINAS.

1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah
daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3. 4.

a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
b. tulisan nama satuan keria perangkat daerah dengan huruf arial 18.

2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contch berikut :

Contoh 1 . Kop naskah dinas bupati.

BUPATI LANGKAT

dalan. L, Provinst ..........c..ooeell
TeIEPON. ooiinivinsrsrreeane ETNAIL D e

80



Covntoh 2 : Kop naskah dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jatan ... Kode POS «...ccooevnnn..
Telepon. ...ccevvveien Faks. ..o Emal o
Webside ...

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan i, Kode Pos
Telepon _........... Faks ............. Email ..............
Webside ... ..

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jatan ... . Kode Pos ..o

Telepon ....oooceoee e -I':'aks...........“ Emait ..............
Webside . . ...

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Jalarn .ooeeii .. Kode Pos o

Telepon ........c...... l-ak. T Email .............
Webside ... ...

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KANTOR SOSIAL

Telepon L Faks ..o Email _.............
Webside ...................o
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Contoh 5 : Kop naskah dinas kecamatan dan’ kelurahan.

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN STABAT

Jalan i, K@ POS e
Telspon .......ccove.e Faks .....ccooe. Emaif.....coceeenee

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

KECAMATAN STABAT
KELURAHAN STABAT BARU
Jalm e Kode Pos ..............
Telepon ......... Faks ......ocoann. Email
Webside

F. BENTUK, UKURAN DAH 15¢ SAMPUL NASKAH DINAS.

UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah
daerah dan tulisan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3 : 4

a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf ariai 14,
b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.

Contoh 1 : Kop samput nasikah dinas bupati.

(yaruda kning amas)

BUPATI LANGKAT

dalan oo Kode Pos ..........
Telepon : Faks.
Kepada
Nomor :.../..0 .1 .. Yth, Sdr. ..o
Stempel di —
..................... Kode Pos
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Contoh 2. Kop sampul naskah dinas sekretariat daerah dan sekretariat DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
SEKRETARIAT DAERAH

............................... Kode Pos ............
Telepon. Faks.
Kepada
Yth. Sdr.
di -
Kode Pos
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
SEKRETARIAT CPRD
Jalan o, Kode Pos ...............
_Telepnin, Faks
Kepada
L fo. 4 1. Yth. Sdr. ...
di-
L _ Kode Pos
Contoh 3 : Kop sampul naskah dinas satuan kerja perangkat daerah
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS KESEHATAN _
Jalan o, Kode Pos .....ooe....
Telp. Faks.
Kepada
Nomor .../t f... Yih., Sdf oo
Stempel di—
..................... Kode Pos
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PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan . Kode Pos......................

Telp. Faks
Kepada
Nomor b Yth. Sdr. ...
Stempel di -
L_ ey Kode Pos

FEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KANTOR SOSIAL
21BN e, KO POS e,
Telepon ... Faks. ...........
Kepada
Nomor ... ... f.... Yth. Sdr. o
Stempel di -

Kode Pos

Contoh 4 : Kop sampul naskah dinas kecamatan, kelurahan dan desa.

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN STABAT

Jalan ... Kode Pos ...

Telepon ............ Faks. ..........
Kepada
Nomor . Yth. Sdr. .
Sterpel di -

Kode Pos
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PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN STABAT

KELURAHAN STABAT BARU

JEIAN o Kode Pos.............
Telepon.............. Faks. ........
Kepada
Nomor :........ | l..... f.... Yth, Sdr. i
Stempe! di—

Kode Pos

G. BENTUK, UKURAN DAN ISt PAPAN NAMA.
1. BENTUK.

Papan nama satuan kerja perangkat daerah berbentuk empat persegi panjang
berbentuk segi empat.

Contoh :
— —
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2. UKURAN.

Perbandingan ukuran huruf 3 : 4.

a. ukuran huruf “ 3 * untuk tulisan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
b. ukuran huruf * 4 * untuk tulisan nama satuan kerja perangkat daerah.

3. BAHAN.

1. Bahan papan nama satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan
kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain

sebagainya.

2. Bahan huruf papan nama dialur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat
atau dari bahan I2in separti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

Contoh 1 : Papan nama Kantor Bupati

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAMH

--------------------
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PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan . kode pos......cceee
Telp. v

S, S S 0 PSP S S S S O A A

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan .....covecemeennnes kode pos ...........

s

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM
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PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN STABAT
KELURAHAN STABAT BARU

N ET S kode pos ...........
Telp. e e

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMA.TAN MEEESNVALSN NS

N 177 S .. kode pos ..
Telp. ......... ereeecranean

Contoh 5. Papan nama yang terletak satu atap/satu komplek.

1. KANTOR ......
2' BADAN ARTEMREES
3. DIMAS CUNMEWSFAREE

B%PATI LANGKAT

HNGOGESA SITEPU

KASUBEAG T Aok oun

e LTI LA By v

{;b |a Boseiion ML KM

B —— H
b e
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